SALINAN

BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERUYAN NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERUYAN,

Menimbang :a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2)
huruf h  Peraturan Menteri Keuangan Nomor
35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke
Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam
Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Diseases
(COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional, perlu dilakukan
penyesuaian dan/atau penetapan pagu Alokasi Transfer
ke Daerah dan Dana Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Seruyan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap
Desa Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan,
Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten
Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten
Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi
Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan
Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penangganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6321);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6091);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 220);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan
Pandemi Corona Virus Diseases (COVID-19)
dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan

Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 3770);

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona
Virus Diseases 2019 (COVID-19);

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang
Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus
Diseases 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional);



Menetapkan

18. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah
Kabupaten Seruyan Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 67);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun
2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum
(Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018
Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Seruyan Nomor 69);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 9 Tahun
2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten
Seruyan Tahun 2019 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 80);

21. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Seruyan Tahun 2019 Nomor 19);

22.Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Nomo
Tahun 2019 Nomor 55) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 10 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 55
Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah
Kabupaten Seruyan Tahun 2020 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

: PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERUYAN

NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA
PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan Dalam Peraturan Bupati Seruyan
Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian Dan
Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita
Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2020 Nomor 3), diubah
sebagai berikut:



1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 1 angka yakni angka 13,
sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan
urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan
DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem
dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom;

3. Bupati adalah Bupati Seruyan;

4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut
dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional
yang diakui dan dihormati dalam = sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui
Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Daerah
kabupaten dan digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan desa,
dan pemberdayaan masyarakat desa;

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu
perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Desa;

7. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan
oleh Menteri Dalam Negeri;

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang
selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana
keuangan tahunan Pemerintahan Desa;

9. Indeks Desa Membangun yang selanjutnya disingkat
IDM adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari
indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan
Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa;



10.

11.

12.

13.

Indeks Kesulitan Geografis yang selanjutnya disebut
IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat
kesulitan geografis suatu desa berdasarkan variabel
ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur,
transfortasi dan komunikasi;

Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya
disingkat RKUN adalah rekening tempat
penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh
Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara
untuk menampung seluruh pengeluaran Negara dan
membayar seluruh pengeluaran Negara pada Bank
Sentral;

Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD
adalah rekening tempat penyimpanan uang
Pemerintahan Desa yang menampung seluruh
penerimaan desa dan untuk membayar seluruh
pengeluaran desa pada Bank yang ditetapkan;

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang
selanjutnya disingkat BLT Dana Desa adalah
pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau
tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana
Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat
adanya pandemi Corona Virus Diseases 2019
(COVID-19);

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

Pasal 4

Pagu alokasi dasar setiap desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung
berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/ kota
dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan
dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 78
Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;

Alokasi Dana Desa yang diterima Kabupaten Seruyan
telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07 /2020 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan
Pandemi Corona Virus Diseases (COVID-19) dan/atau
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional;



3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 11

Perubahan Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap
Desa di Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2020
sebagaimana tercantum dalam Lampiran [ dan II yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati Seruyan ini.

4. Ketentuan Pasal 13 diantara ayat (1) dan ayat (2)
disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1A), sehingga Pasal 13
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud
pada Pasal 12) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap,
dengan ketentuan:

a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling
lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh
persen);

b. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling
lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar
40% (empat puluh persen); dan

c. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20%
(dua puluh persen).

(1A) Dalam Hal penyaluran Dana Desa Tahap I sebagai
mana di maksud Pasal 13 ayat 1 huruf (a) Dana
Desa disalurkan dengan tambahan ketentuan:

a. Dana Desa Tahap I disalurkan secara bulanan
dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan
besaran dan persyaratan setiap bulan masing-
masing:

1) Bulan pertama sebesar 15% (lima belas
persen), dengan persyaratan Peraturan
Kepala Desa mengenai penetapan keluarga
penerima manfaat BLT Dana Desa;

2) Bulan kedua sebesar 15% (lima belas
persen), dengan persyaratan laporan
pelaksanaan BLT Dana Desa bulan
pertama; dan

3) Bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen),
dengan persyaratan laporan pelaksanaan
BLT Dana Desa bulan kedua;

b. Dalam penyaluran Tahap [ diprioritaskan
untuk BTD Dana Desa dan dalam hal BLT
Dana Desa telah  terpenuhi  kegiatan
Pencegahan dan Penanganan Bencana Nasional
Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19);



c. Dalam Hal Dana Desa yang telah disalurkan ke
RKD Tahap I tidak mencukupi untuk mebayar
BLT Dana Desa, Kekurangan pembayaran BLT
Dana Desa dapat menggunakan Dana Desa
Tahap berikutnya;

d. Penyaluran Tahap II dan Tahap III
dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 13 ayat 1;

(2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan
penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (1),
Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan
penyaluran kepada Bupati Seruyan dengan
ketentuan sebagai berikut:

a. Tahap I berupa Peraturan Desa mengenai

APBDes; dan

b. Tahap II berupa:

1) laporan realisasi penyerapan dan capaian
keluaran Dana Desa tahun anggaran
sebelumnya;

2) laporan realisasi penyerapan dan capaian
keluaran Dana Desa Tahap I menunjukan
realisasi penyerapan paling sedikit sebesar
50% (lima puluh persen) dan rata rata
capaian keluaran paling sedikit sebesar
35% (tiga puluh lima persen);dan

3) laporan konvergensi pencegahan stunting
tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.

5. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 16
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk
membiayai:

a. Bencana Non Alam merupakan bencana yang
terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti
penyebaran penyakit yang mengancam
dan/atau menimpa warga masyarakat secara
meluar atau skala besar paling sedikit berupa:

1) Pandemi Corona Virus Diseases 2019
(COVID-19);

2) Pandemi Flu Burung;

3) Wabah penyakit Cholera; dan

4) Penyakit menular lainnya.

b. Penanganan dampak pandemi COVID-19 dapat
berupa BLT Dana Desa kepada keluarga miskin
di desa sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

c. Keluarga miskin sebagaimana dimaksud Belum
terdata sebagai Penerima Program Harapan
(PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan
Kartu Pra kerja serta yang mempunyai anggota
keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.



(2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Menteri
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 serta
harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi
Masyarakat Desa berupa:

a. peningkatan kualitas hidup;

b. peningkatan kesejahteraan;

c. penanggulangan kemiskinan; dan
d. peningkatan pelayanan publik.

(3) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai
kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas
penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) setelah mendapat
persetujuan bupati;

(4) Dalam  meberikan  persetujuan  sebagaimana
dimaksud ayat (3) Bupati Seruyan memastikan
pengalokasian dana desa untuk kegiatan menjadi
prioritas setelah terpenuhi kegiatan pembangunan
dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi;

(5) Persetujuan bupati Seruyan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) diberikan pada saat evaluasi
rancangan peraturan Desa mengenai APB Desa;

(6) Evaluasi rancangan APB Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Camat di
wilayah kerjanya masing-masing;

Pasal II

Peraturan Bupati Seruyan ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati Seruyan ini dengan
menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 16 Juli 2020

BUPATI SERUYAN,
ttd
YULHAIDIR

Diundangkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 17 Juli 2020

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,
ttd
DJAINU’DDIN NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2020 NOMOR 18



